
 

 

 

 

BUPATI KLATEN 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 38 TAHUN 2013 

TENTANG PENGELOLAAN  CADANGAN PANGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan 

Pemerintah yang cukup, bermutu, dan aman  diperlukan 

cadangan pangan Pemerintah Kabupaten yang merupakan 

subsistem cadangan pangan nasional untuk mengantisipasi 

rawan pangan transien dan kronis di masyarakat;  

  b. bahwa   sehubungan dengan     perkembangan keadaan 

khususnya dalam rangka pengelolaan cadangan pangan 

yang lebih berdaya guna untuk masyarakat miskin, maka 

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan perubahan; 

  c. bahwa   berdasarkan  pertimbangan   sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan 

Pemerintah Kabupaten Klaten; 



 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 

99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3656); 

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 



 

 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3373); 

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 68 Tahun  2002 tentang 

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4254); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 

38); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 38 TAHUN 2013 

TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 38) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1, pada angka 2, angka 9, angka 10 diubah dan 

ditambahkan 3 (tiga) angka baru yaitu 13, angka 14 dan angka 15 

sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 



 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 “Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.   

3. Bupati adalah Bupati Klaten. 

4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan 

Kabupaten Klaten. 

5. Kepala Kantor Ketahanan Pangan adalah Kepala Kantor Ketahanan 

Pangan Kabupaten Klaten. 

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan 

air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan 

sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman. 

7. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh  

wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk 

menghadapi keadaan darurat.  

8. Cadangan pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola 

atau dikuasai pemerintah.  

9. Cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang 

dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk mengantisipasi 

rawan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi keadaan darurat. 

10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang 

dinyatakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau 

Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang 

memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa. 

11. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, 

rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya 



 

 

 

tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi 

pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 

12. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan 

sehingga merupakan masa yang sulit dalam penyediaan bahan pangan 

di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan  antara 

penyediaan dan kebutuhan. 

13. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam 

jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan 

minimum. 

14. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan 

minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus 

menerus sesuai peta kerawanan pangan. 

15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan 

teror. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi: 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

“Pasal 2 

 

(1) Maksud Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam 

Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: 

a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena 

rawan pangan pasca bencana dan kemiskinan; 

b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan 

darurat dan kerawanan pangan karena bencana dan kemiskinan; 

dan 

c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan 

transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun 

masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.  

 



 

 

 

(2) Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dalam Peraturan Bupati 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengelola cadangan pangan Kabupaten untuk mengatasi terjadinya 

kerawanan pangan transiens dan/atau kronis,akibat bencana alam, 

gagal panen, kekeringan, bencana sosial dan atau kemiskinan ; 

b. Menyediakan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan 

pangan pada kondisi darurat; dan 

c. Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga 

keseluruhan Pasal 3 berbunyi: 

 

BAB III 

SASARAN 

“Pasal 3 

 

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah: 

a. Masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai 

akibat bencana alam atau keadaan darurat; 

b. Masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khususnya pada 

daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun 

masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan 

c. Masyarakat rawan pangan akibat hasil laporan bulanan Sistem 

Kerawanan Pangan dan Gizi yang berwarna merah (rawan). 

 

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi: 

 

“Pasal 7 

Pelaksanaan pengisian gudang Cadangan Pangan  Daerah sebesar 100 

(seratus) ton dilaksanakan pada tahun 2014 – 2020. 

 

 

 

 



 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

 

              Ditetapkan di  Klaten 

              pada tanggal 20 Juli 2016      

PARAF   

BUPATI  KLATEN, 

1 SEKDA      

Cap 

         ttd 

 

SRI HARTINI 

 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 20 Juli 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

         ttd 

 

 JAKA SAWALDI 

 

 BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 19 

 

 

 

 

 

 

 

 


